
 

 

 

 

 

WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR   11   TAHUN 2017 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang :  a.  bahwa seiring dengan bertambahnya penduduk dan 

perkembangan konsumsi  masyarakat di Kota Madiun, 

menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan 

karakteristik sampah sehingga pengelolaannya harus 

dilakukan secara terpadu sesuai dengan tata kelola 

berwawasan lingkungan agar tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 

lingkungan serta memberikan manfaat secara ekonomi; 

b. bahwa guna mewujudkan hal sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan dipandang sudah tidak sesuai 

lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga 

perlu diganti.; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar 

dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982          

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik     

Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3244); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23      

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4761);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16       

Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga; 

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13       

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, 

Reuse, dan Recycle melalui Bank sampah; 
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17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan, Prasarana 

dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan 

Daerah Tahap III; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016             

Nomor 1/C); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Walikota adalah Walikota Madiun. 

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Madiun. 

5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota 

Madiun. 
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6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak 

termasuk tinja dan sampah spesifik. 

7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah 

rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, 

fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 

8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah.  

9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 

10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi 

barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan 

barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari 

impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah 

yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.  

11. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya 

disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut 

ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau 

tempat pengolahan sampah terpadu. 

12. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, 

reuse, recycle), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah 

tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 

pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang 

skala kawasan.  

13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya 

disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran 

ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

14. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat 

TPA, adalah tempat untuk memproses dan 

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 

aman bagi manusia dan lingkungan. 

15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, 

dan/atau badan hukum. 
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16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

17. Unit Pengelola Teknis Persampahan yang selanjutnya 

disebut UPT Persampahan adalah unit dibawah Dinas 

Lingkungan Hidup yang mempunyai fungsi pengelolaan 

sampah.  

18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

19. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang 

selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa pelayanan 

persampahan/kebersihan. 

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Walikota. 
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22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 

terutang. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 

lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 

Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

daerah. 

26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 

Pengaturan pengelolaan sampah dan pemungutan retribusi ini 

bertujuan untuk: 

a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan 

masyarakat; dan 

b. menjadikan sampah sebagai sumber daya. 
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Pasal 3 

 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; 

b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;  

c. kompensasi;  

d. pengembangan dan penerapan teknologi; 

e. sistem informasi; 

f. peran masyarakat;  

g. pembinaan; dan 

h. Retribusi. 

 

BAB III 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH 

Pasal 4 

 

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan 

strategi Daerah dalam pengelolaan sampah. 

 

Pasal 5 

 

(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 

memuat: 

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan 

sampah; dan 

b. program pengurangan dan penanganan sampah. 

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

harus memuat: 

a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas 

jenis sampah secara bertahap; dan  

b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu 

tertentu. 

 

Pasal 6 

 

(1) Kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dalam 

Peraturan Walikota.  
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(2) Dalam menyusun kebijakan strategi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada 

kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan 

strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. 

 

Pasal 7 

 

(1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan 

strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga 

menyusun Dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga. 

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a.  pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; 

c. pemanfaatan kembali sampah; 

d. pemilahan sampah; 

e. pengumpulan sampah; 

f. pengangkutan sampah; 

g. pengolahan sampah;  

h. pemrosesan akhir sampah; dan 

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit                 

10 (sepuluh) tahun. 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 8 

 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: 

a. pengurangan sampah; dan 

b. penanganan sampah. 
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Bagian Kedua 

Pengurangan Sampah 

Pasal 9 

 

(1) Pengurangan sampah meliputi: 

a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah;  

c. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau 

d. pengurangan aktifitas penggunaan barang yang 

menimbulkan sampah. 

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada        

ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, 

bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan 

yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau 

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah 

dari produk dan/atau kemasan yang sudah 

digunakan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

 

Pasal 10 

 

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah 

dengan: 

a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan 

timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau 

kegiatannya; dan/atau 

b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan 

yang mudah diurai oleh proses alam dan yang 

menimbulkan sampah sesedikit mungkin.  
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Pasal 11 

 

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah  

dengan: 

a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai 

bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;  

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat 

didaur ulang; dan/atau 

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan 

produk untuk didaur ulang.  

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat 

menunjuk pihak lain. 

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 

melakukan pendauran ulang wajib memiliki izin usaha 

dan/atau kegiatan. 

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan 

kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib 

mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan 

di bidang pengawasan obat dan makanan. 

 

Pasal 12 

 

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah 

dengan: 

a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan 

kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau 

kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi 

pengelolaan sampah;  

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat 

digunakan ulang; dan/atau 

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan 

produk untuk digunakan ulang.  
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Bagian Ketiga 

Penanganan Sampah 

Pasal 13 

 

Penanganan sampah meliputi kegiatan:  

a. pemilahan; 

b. pengumpulan; 

c. pengangkutan; 

d. pengolahan; dan 

e. pemrosesan akhir sampah. 

 

Pasal 14 

 

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam      

Pasal 13 huruf a dilakukan oleh: 

a. setiap orang pada sumbernya; 

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 

c. Pemerintah Daerah. 

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah 

menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri 

atas: 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 

beracun;  

b. sampah yang mudah terurai;  

c. sampah yang dapat digunakan kembali; 

d. sampah yang dapat didaur ulang; dan 

e. sampah lainnya. 

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan 

pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan 

sampah skala kawasan. 

(4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan 

sampah skala Daerah. 
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(5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) wajib menggunakan sarana yang memenuhi 

persyaratan: 

a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

b. diberi label atau tanda; dan 

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.  

 

Pasal 15 

 

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b dilakukan oleh: 

a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 

b. Pemerintah Daerah. 

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan 

pengumpulan sampah wajib menyediakan: 

a. TPS; 

b. TPS 3R; dan/atau 

c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.  

(3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R 

pada wilayah permukiman. 

(4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada      

ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan: 

a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah 

menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; 

b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; 

c. lokasinya mudah diakses; 

d. tidak mencemari lingkungan; dan  

e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis 

pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R 

diatur dalam Peraturan Walikota. 
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Pasal 16 

 

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan 

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk 

sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; 

dan 

b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau 

TPS 3R ke TPST atau TPA.  

(3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat 

menyediakan stasiun peralihan antara. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan alat angkut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

 

Pasal 17 

 

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan: 

a. pemadatan; 

b. pengomposan; 

c. daur ulang materi;  

d. daur ulang energi; dan/atau 

e. pemilahan. 

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) dilakukan oleh: 

a. setiap orang pada sumbernya; 

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 

c. Pemerintah Daerah. 

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan 

fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa 

TPS 3R. 
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(4) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan 

sampah pada wilayah permukiman yang berupa: 

a. TPS 3R atau TPST; 

b. stasiun peralihan antara; dan/atau 

c. TPA;  

 

Pasal 18 

 

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf e dilakukan dengan menggunakan: 

a. metode lahan urug terkendali;  

b. metode lahan urug saniter; dan/atau  

c. teknologi ramah lingkungan. 

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Daerah. 

 

Pasal 19 

 

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, 

pemerintah Daerah harus menyediakan dan 

mengoperasikan TPA. 

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Pemerintah Daerah: 

a. melakukan pemilihan lokasi sesuai Dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Daerah;  

b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan 

c. menyusun rancangan teknis. 

(3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)      

huruf a, paling sedikit memenuhi aspek: 

a. geologi; 

b. hidrogeologi; 

c. kemiringan zona; 

d. jarak dari lapangan terbang; 

e. jarak dari permukiman;  

f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; 

dan/atau 

g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang         

25 (dua puluh lima) tahun. 
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(4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi: 

a. fasilitas dasar; 

b. fasilitas perlindungan lingkungan; 

c. fasilitas operasi; dan 

d. fasilitas penunjang.  

 

Pasal 20 

 

(1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis 

pengoperasian TPA.  

(2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan 

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau 

rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

 

Pasal 21 

 

(1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan 

pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan: 

a. perencanaan;  

b. pembangunan; dan 

c. pengoperasian dan pemeliharaan. 

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi kegiatan: 

a. konstruksi; 

b. supervisi; dan 

c. uji coba. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan  

fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

 

Pasal 22 

 

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat: 

a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;  
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b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau 

c. bekerjasama dengan Pemerintah daerah lain. 

 

Pasal 23 

 

Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

huruf b antara lain: 

a. penarikan Retribusi pelayanan persampahan; 

b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta 

sarana dan prasarana pendukungnya; 

c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA/TPST; 

d. pengelolaan TPA; dan/atau 

e. pengelolaan produk olahan lainnya. 

 

Pasal 24  

 

(1) Kerja sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dapat 

melibatkan satu atau lebih daerah kabupaten/kota 

lainnya. 

(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah 

mencakup: 

a. penyediaan/pembangunan TPA; 

b. sarana dan prasarana TPA; 

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; 

d. pengelolaan TPA; dan/atau 

e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang 

ramah lingkungan. 

 

Pasal 25 

 

Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

 

Pasal 26 

 

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 

sampah. 
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Pasal 27 

 

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditimbun di 

TPA. 

 

Pasal 28 

 

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, 

Pemerintah Daerah memungut Retribusi kepada setiap 

orang atas jasa pelayanan yang diberikan.  

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume 

sampah. 

(3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk: 

a. kegiatan layanan penanganan sampah;  

b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah; 

c. penanggulangan keadaan darurat; 

d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan 

sampah; dan/atau  

e. peningkatan kompetensi pengelola sampah. 

 

Pasal 29 

 

(1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan 

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 

sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh 

sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Keempat 

UPT Persampahan 

Pasal 30 

 

Pemerintah daerah dapat membentuk UPT Persampahan 

setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah. 
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Pasal 31 

 

(1)  UPT Persampahan sebagaimana dimaksud dalam       

Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, 

strategi, dan rencana Dinas Lingkungan Hidup. 

(2)  UPT Persampahan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: 

a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

pengelolaan persampahan; 

c.  tertib administrasi pengelolaan persampahan dan 

pertanggungjawaban kepada Dinas Lingkungan 

Hidup. 

 

BAB V 

TANGGAP DARURAT BENCANA 

Pasal 32 

 

Dalam hal terjadi darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran, 

maka tanggap darurat penanganannya berupa: 

a. dalam hal terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api 

dapat dilakukan dengan: 

1. menggunakan air; 

2. menggali dan membongkar tumpukan sampah; dan 

3. mengatasi oksigen kontak langsung sampah. 

b. dalam hal terjadi kelongsoran TPA penanganan 

berdasarkan pada: 

1. skala kelongsoran; 

2. korban kelongsoran; dan 

3. kerusakan fasilitas. 

c. dalam hal penanganan evakuasi korban bencana, perlu 

melakukan koordinasi dengan instasi terkait penanganan 

bencana di Daerah. 
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BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Hak 

Pasal 33 

 

Setiap orang/badan berhak : 

a. mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan secara 

baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah 

dan/ atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab 

untuk itu; 

b. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan 

pengawasan di bidang pengelolaan sampah dan 

kebersihan; 

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu 

mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena 

dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir 

sampah; dan 

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan 

pengelolaan sampah secara mandiri  dan berwawasan 

lingkungan. 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 34 

 

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus 

mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang 

berwawasan lingkungan. 

(2) Setiap orang harus melakukan pengurangan sampah dan 

penanganan sampah. 

 

Pasal 35 

 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan 

fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan 

sampah. 
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BAB VII 

PERIZINAN 

Pasal 36 

 

(1) Setiap orang/badan dilarang melakukan kegiatan usaha 

pengelolaan sampah tanpa memiliki izin dari Walikota. 

(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pengangkutan Sampah; dan  

b. Pengolahan sampah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh 

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

 

Pasal 37 

 

(1) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud  harus 

memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis 

serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan 

pemerintah daerah. 

(2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah 

harus diumumkan kepada masyarakat. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik 

dan papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat 

diakses dengan mudah. 

 

BAB VIII 

LARANGAN 

Pasal 38 

 

Setiap orang/badan dilarang: 

a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah; 

b. mengimpor sampah; 

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan 

beracun; 
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d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ 

atau perusakan lingkungan; 

e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah 

ditentukan dan disediakan; 

f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan 

terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/ atau 

g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis pengelolaan sampah. 

 

BAB IX 

KOMPENSASI 

Pasal 39 

 

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama 

dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir 

sampah. 

(2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 

pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diakibatkan oleh: 

a. pencemaran air; 

b. pencemaran udara; 

c. pencemaran tanah; 

d. longsor; 

e. kebakaran; 

f. ledakan gas metan; dan/atau 

g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif. 

(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) berupa: 

a. relokasi penduduk;  

b. pemulihan lingkungan; 

c. biaya kesehatan dan pengobatan;  

d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; 

dan/atau 

e. kompensasi dalam bentuk lain.  

 



- 23 - 
 

Pasal 40 

 

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39   

ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Walikota. 

 

BAB X 

SISTEM INFORMASI 

Pasal 41 

 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga. 

(2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi 

mengenai:  

a. sumber sampah; 

b. timbulan sampah; 

c. komposisi sampah; 

d. karakteristik sampah; 

e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga; dan 

f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah. 

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga.  

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

dapat diakses oleh setiap orang. 

 



- 24 - 
 

BAB XI 

PERAN MASYARAKAT 

Pasal 42 

 

(1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan 

keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam 

kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah.  

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa: 

a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran 

kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

dalam kegiatan pengelolaan sampah;  

b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan 

kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 

c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra 

dengan Pemerintah Daerah; dan/atau 

d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan 

pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada 

anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah 

untuk mengubah perilaku anggota masyarakat. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum 

yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait. 

 

BAB XII 

PEMBINAAN 

Pasal 43 

 

(1) Walikota dapat melakukan pembinaan kepada 

masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:  

a. bantuan teknis; 

b. bimbingan teknis;   

c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan 

pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau 
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d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan 

sampah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

 

BAB XIII 

PENGAWASAN 

Pasal 44 

 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah 

yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan. 

 

BAB XIV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 45 

 

(1) Pemerintah Daerah Wajib membiayai penyelenggaraan 

pengelolaan sampah. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

 

BAB XV 

RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

Pasal 46 

 

Setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi 

dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 
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Pasal 47 

 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya 

ke lokasi pembuangan sementara; 

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau 

lokasi pembuangan sementara ke lokasi 

pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan 

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir 

sampah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, 

taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 

 

Pasal 48 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan. 

 

Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 

Pasal 49 

 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk 

Golongan Retribusi Jasa Umum. 

 

Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 50 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat 

penggunaan dan manfaat fasilitas persampahan/kebersihan. 
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Bagian Keempat 

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan 

Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 51 

 

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur 

dan besarnya tarif Retribusi mempertimbangkan volume 

sampah, jenis sampah dan kemanfaatan dari fasilitas umum 

dan dalam rangka meringankan biaya pengelolaan sampah 

yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. 

 

Bagian Kelima 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 52 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai 

berikut: 

NO LINGKUNGAN GOLONGAN 
TARIF 

RETRIBUSI 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1 Rumah Kediaman Golongan I Rp. 5.000,00 di tepi jalan 

dengan lebar 
jalan lebih dari 

16 (enam belas) 

meter 

    Golongan II Rp. 2.000,00 di tepi jalan 

dengan lebar 

jalan 8 

(delapan) 
sampai dengan 

16 (enam belas) 

meter 

    Golongan III Rp. 1.000,00 di tepi jalan 

dengan lebar 

jalan 1 (satu) 
sampai dengan 

8 (tujuh) meter 

2 Ksatrian atau 

asrama pondokan 

Golongan I Rp. 13.000,00 lebih dari 50 

orang penghuni, 

setiap bulan 

    Golongan II Rp. 8.500,00 sampai dengan 

50 orang 

penghuni, 
setiap bulan 

3 Hotel Bintang 3 ke 

atas 

Rp. 45.000,00  setiap bulan 

    Bintang 1-2 Rp. 35.000,00  setiap bulan 

    Non Bintang Rp. 27.500,00  setiap bulan 

4 Rumah Makan Baki Tama Rp. 35.000,00  setiap bulan 

    Baki Madya Rp. 27.500,00  setiap bulan 

    Baki Wasana Rp. 20.000,00  setiap bulan 

5 Rumah Sakit Tipe A Rp. 35.000,00  setiap bulan 

    Tipe B Rp. 27.500,00  setiap bulan 
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1 2 3 4 5 

    Tipe C Rp. 25.000,00  setiap bulan 

    Tipe D Rp. 13.000,00  setiap bulan 

6 Rumah Bersalin  Rp. 6.000,00  setiap bulan 

7 Poliklinik atau 

Puskesmas 

 Rp. 6.000,00  setiap bulan 

8 Apotek atau 

Laboratorium atau 

Toko Obat 

 Rp. 13.000,00  setiap bulan 

9 Bioskop Cineplek Rp. 27.500,00  setiap bulan 

    Biasa Rp. 17.500,00  setiap bulan 

10 Gedung Golongan I Rp. 17.500,00 kapasitas lebih 

dari 600 orang, 

setiap bulan 

    Golongan II Rp. 13.000,00 kapasitas 

sampai dengan 

600 orang, 

setiap bulan 

11 Kantor Pemerintah   Rp. 8.500,00  setiap bulan 

  Swasta Komersial  Rp. 13.000,00  setiap bulan 

  Swasta Sosial  Rp. 6.000,00  setiap bulan 

12 Taman Kanak 

Kanak atau Play 

Group 

 Rp. 2.000,00 

setiap bulan 

  Sekolah Dasar  Rp. 2.000,00 setiap bulan 

  SLTP atau SLTA  Rp. 3.500,00 setiap bulan 

  Akademi atau 

Perguruan Tinggi 

atau Kursus dan 

Bimbingan Test 

 Rp. 8.500,00 

setiap bulan 

13 Toko-toko di 

lingkungan 

Perdagangan 

Golongan I Rp. 16.000,00 luas bangunan 

lebih dari 100 

m2, setiap bulan 

    Golongan II Rp. 13.000,00 luas bangunan 

sampai dengan   

100 m2 setiap 

bulan 

14 Toko-toko di 

lingkungan 

Pemukiman 

 Rp. 13.000,00  setiap bulan 

15 Usaha-usaha lain:      

  a.  Salon 

Kecantikan 

Golongan I Rp. 5.000,00 lebih dari 3 

(tiga) tempat 

duduk, setiap 

bulan 

    Golongan II Rp. 4.000,00 sampai dengan 

3 (tiga) tempat 

duduk, setiap 

bulan 

  b.  Billyard/Bowling  Rp. 13.000,00  setiap bulan 

  c.  Potong Rambut Golongan I Rp. 4.000,00 lebih dari 3 

(tiga) tempat 

duduk, setiap 

bulan 
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1 2 3 4 5 

    Golongan II Rp. 2.000,00 sampai dengan 

3 (tiga) tempat 

duduk, setiap 

bulan 

 d. Tempat 

hiburan/ 

karaoke 

 Rp. 16.000,00 setiap bulan 

  e.  Gedung Olah 

Raga 

 Rp. 8.000,00 usaha 

besar/menenga

h, setiap bulan 

16 Bengkel atau 

Reparasi 

Golongan I Rp. 16.000,00 perbengkelan 

roda 4 (empat) 

ke atas, setiap 

bulan 

    Golongan II Rp. 13.000,00 perbengkelan 

roda 2 (dua) 

bermotor, setiap 

bulan 

    Golongan III Rp. 5.000,00 perbengkelan 

tidak bermotor, 

setiap bulan 

17 Usaha Pertukangan Golongan I Rp. 8.000,00 usaha 

besar/menenga

h, setiap bulan 

    Golongan II Rp. 5.000,00 usaha kecil, 

setiap bulan 

18 Pabrik atau Industri Golongan I Rp. 170.000,00  luas bangunan 

lebih dari 5.000 

m2, setiap bulan 

    Golongan II Rp. 130.000,00 luas bangunan 

lebih dari 2.500 

m2 sampai 

dengan 5.000 

m2, setiap bulan 

    Golongan III Rp. 85.000,00 luas bangunan 

sampai dengan 

2.500 m2, setiap 

bulan 

19 Keramaian Umum      

  a. Insidentil  Rp. 65.000,00 sekali 

pertunjukan 

besar 

  b.  Insidentil di 

bahu jalan 

 Rp. 50.000,00 sekali 

pertunjukan 

20 Pedagang Kaki Lima Menetap Rp. 250,00 setiap hari 

    Ojokan Rp. 200,00 setiap hari 

21 Warung  Rp. 5.000,00 setiap bulan 

22 Pedagang di 

Terminal 

Sampah 

Kering 

Rp. 5.000,00 setiap bulan 

    Sampah 

Basah 

Rp. 7.500,00 setiap bulan 

23 Membuang ke TPA  Rp. 1.500,00 sekali 

membuang per 

meter kubik 
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Bagian Keenam 

Peninjauan Tarif 

Pasal 53 

 

(1)  Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 

(2)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian. 

(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Ketujuh 

Wilayah Pemungutan 

Pasal 54 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

 

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 55 

 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan 

kartu langganan. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan 

sanksi administratif berupa bunga sebesar                    

2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang 

yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan STRD. 
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(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. 

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Kesembilan 

Keberatan 

Pasal 56 

 

(1)  Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, 

kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan di luar kekuasaannya. 

(4)  Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 

Retribusi. 

 

Pasal 57 

 

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, 

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan 

oleh Walikota. 

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

 

Pasal 58 

 

(1)  Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama                    

12 (dua belas) bulan. 

(2)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKRDLB. 

 

Bagian Kesepuluh 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 

Pasal 59 

 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Walikota. 

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada       

ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak 

memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap 

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi 

lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota 

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

 

Bagian Kesebelas 

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan  

Pembebasan Retribusi 

Pasal 60 

 

(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan 

dan pembebasan Retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

memperhatikan keuangan Wajib Retribusi. 
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(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Keduabelas 

Kedaluwarsa Penagihan 

Pasal 61 

 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 

(2)  Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika: 

a.  diterbitkan Surat Teguran; atau 

b.  ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

(3)  Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4)  Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah. 

(5)  Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

 

Pasal 62 

 

(1)  Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 

dapat dihapuskan. 
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(2)  Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3)  Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Ketigabelas 

Instansi Pemungut 

Pasal 63 

 

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup.  

 

BAB XVI 

PEMERIKSAAN 

Pasal 64 

 

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam 

rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 

Retribusi. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan objek 

Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 

Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB XVII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 65 

 

(1)  Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
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(2)  Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3)  Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

 

BAB XVIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 66 

 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10,       

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3),  

Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (1)   

Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif 

berupa:  

a. teguran tertulis; dan/atau 

b. pencabutan izin;  

(2) Setiap orang, badan dan/atau pengelola kawasan yang 

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 

diberikan teguran tertulis pertama, orang, badan 

dan/atau pengelola kawasan tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi 

teguran tertulis kedua. 

(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 

diberikan teguran tertulis kedua orang, badan dan/atau 

pengelola kawasan tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi 

teguran tertulis ketiga. 

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 

diberikan teguran tertulis ketiga, orang, badan dan/atau 

pengelola kawasan tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi 

pencabutan izin. 
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BAB XIX 

PENYIDIKAN 

Pasal 67 

 

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a.  menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b.  meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana Retribusi; 

c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana 

di bidang Retribusi; 

d.  memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, 

serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 

tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 

Retribusi; 
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g.  menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana Retribusi; 

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau 

k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB XX 

KETENTUAN PIDANA  

Pasal 68 

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 

paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang 

yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3),  

Pasal 37 (1) dan Pasal 38 diancam pidana kurungan 

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak      

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelanggaran. 
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BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 69 

 

(1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas 

sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur 

ulang, dan sampah lainnya oleh Pemerintah Daerah 

dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan 

Daerah ini diundangkan. 

(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas 

sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 

beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, 

sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat 

digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, 

dan sampah lainnya oleh Pemerintah Daerah dilakukan 

paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum 

mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat 

diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib 

membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah 

paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

 

BAB XXII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 70 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 10/C) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 71 

 

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas 

Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 72 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 

Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal 11 Juli 2017 

 

WAKIL WALIKOTA MADIUN, 

 
ttd 

 

H. SUGENG RISMIYANTO 

Diundangkan di  M A D I U N 

pada tanggal  11 Juli 2017 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

MAIDI 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 

NOMOR  5/B 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 

 
BUDI WIBOWO, SH 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :      

122-11/2017 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR  11  TAHUN 2017 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam 

pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan.  Sesuai dengan Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah 

dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan 

penanganan sampah. 

Terdapat tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan 

pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran 

ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.  Ketiga kegiatan 

tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang 

berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle).  Dalam 

Peraturan Daerah ini diuraikan lima aktivitas utama dalam 

penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan 

masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, 

dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan 

akhir. 

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga 

dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of 

pipe) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan 

reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R.  Oleh karena 

itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan 

memperlakukan  sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh 

mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, 

maupun proses lainnya. 
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Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh 

seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta  

didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.  Sehubungan dengan 

hal tersebut, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya 

kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Peraturan 

Pemerintah  ini  juga  diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun 

Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas.  

Pasal 5 

 Cukup jelas.  

Pasal 6 

Cukup jelas.  

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9  

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah 

upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak 

sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk 

sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau 

kemasan produk.  Contoh implementasi pembatasan timbulan 

sampah antara lain: 

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur 

ulang dan mudah terurai oleh proses alam; 
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2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau 

3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali 

pakai. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya 

memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah 

melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah 

upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi 

yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang 

bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu 

proses pengolahan terlebih dahulu. 

Huruf d 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan 

mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan 

mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke 

TPS atau TPS 3R. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa 

sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan 

menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang 

didesain untuk mengangkut sampah. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah 

karakteristik, komposisi, dan/atau  jumlah sampah. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah 

kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil 

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Pasal 14 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian 

dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang 

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat 

perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, 

dan tempat hiburan. 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan 

tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan 

dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki 

izin usaha kawasan industri. 

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang 

bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan 

nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, 

taman nasional, pengembangan industri strategis, dan 

pengembangan teknologi tinggi. 

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal 

angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, 

pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, 

taman, jalan, dan trotoar. 

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah 

ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. 



- 5 - 
 

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak 

termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah 

tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat 

kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan 

pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan 

berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan 

beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, 

kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan 

listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara 

lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau 

bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hidup 

lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan 

dan serasah. 

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Ayat  (4) 

Cukup jelas. 

Ayat  (5) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “bahan” adalah sarana pemilahan 

sampah yang terbuat dari antara lain : logam, plastik, 

fiberglass, kayu, bambu atau rotan 

Yang dimaksud dengan “bentuk” adalah adalah sarana 

pemilahan sampah yang berbentuk antara lain : kotak, silinder, 

kontainer, bin (tong) yang tertutup atau kantong plastik. 

Yang dimaksud dengan “warna wadah” adalah adalah sarana 

pemilahan sampah yang berwarna antara lain : hijau, merah, 

biru, kuning dan/atau abu-abu 

Pasal 15 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian 

dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang 

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat 

perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, 

dan tempat hiburan. 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan 

tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan 

dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki 

izin usaha kawasan industri. 

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang 

bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan 

nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, 

taman nasional, pengembangan industri strategis, dan 

pengembangan teknologi tinggi. 

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal 

angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, 

pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, 

taman, jalan, dan trotoar. 

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah 

ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. 
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Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak 

termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah 

tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat 

kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan 

pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga. 

Huruf b 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas.  

Ayat (5) 

Cukup jelas.  

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1)  

Cukup jelas.   

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian 

dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang 

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat 

perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, 

dan tempat hiburan. 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan 

tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan 

dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki 

izin usaha kawasan industri. 
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Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang 

bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan 

nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, 

taman nasional, pengembangan industri strategis, dan 

pengembangan teknologi tinggi. 

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal 

angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan 

udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, 

dan trotoar. 

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, 

panti asuhan, dan panti sosial.  

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak 

termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah 

tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat 

kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan 

pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1)  

 Huruf a 

Metode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metode 

pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara 

dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-

kurangnya setiap tujuh hari.  Metode ini merupakan metode 

yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode 

lahan urug saniter (sanitary landfill).  

 Huruf b  

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) 

yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang 

disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan 

penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, 

serta penutupan sampah setiap hari. 
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 Huruf c  

   Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 19  

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “geologi” adalah kondisi yang tidak berada 

di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di 

zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada 

di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, 

dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau 

lempung. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “hidrogeologi” antara lain kondisi muka 

air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan 

tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap 

sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir 

aliran.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “kemiringan zona” yaitu kemiringan lokasi 

TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh 

perseratus). 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “jarak dari lapangan terbang” yaitu lokasi 

TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan 

terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 

1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang 

didarati pesawat jenis lain. 

Huruf e  

Yang dimaksud dengan “jarak dari permukiman” yaitu jarak 

lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) 

dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, 

penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.   
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Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “fasilitas dasar” misalnya jalan masuk, 

listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “fasilitas perlindungan lingkungan” 

misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi 

pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, 

dan penanganan gas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “fasilitas operasi” misalnya alat berat 

serta truk pengangkut sampah dan tanah. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” misalnya bengkel, 

garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat 

pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, 

laboratorium, dan tempat parkir.  

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan 

pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana 

penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan 

pembangunan prasarana penanganan sampah. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan 

pengoperasian prasarana penanganan sampah. 



- 11 - 
 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Yang dimaksud dengan “kondisi khusus” dalam ketentuan ini misalnya 

terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan terjadi perselisihan 

pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 



- 12 - 
 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

 Cukup jelas.  

Huruf c  

 Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e 

  Cukup jelas.  

Huruf f  

  Cukup jelas. 

Huruf g  

Yang dimaksud dengan “hal lain yang menimbulkan dampak 

negatif” antara lain sumber penyebaran penyakit. 

Ayat (3)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah 

memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat 

yang lebih aman. 

Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan 

mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan 

hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “biaya kesehatan dan pengobatan” berupa 

biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas sanitasi dan 

kesehatan” antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan 

kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah. 
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara 

lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah 

tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas.  

Pasal 50 

Cukup jelas.  

Pasal 51 

Cukup jelas.  

Pasal 52 

Yang dimaksud dengan Kantor Pemerintah yaitu Kantor Pemerintah 

selain Kantor Pemerintah Kota Madiun. 

Yang dimaksud dengan Swasta Sosial yaitu organisasi/pihak swasta 

yang bergerak di bidang sosial. 

Pasal 53 

Cukup jelas.  

Pasal 54 

  Cukup jelas.  
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Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas.  

Pasal 58 

Cukup jelas.  

Pasal 59 

Cukup jelas.  

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas.  

Pasal 62 

  Cukup jelas.  

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas.  

Pasal 66 

Cukup jelas.  

Pasal 67 

Cukup jelas.  

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas.  

Pasal 70 

  Cukup jelas.  

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 
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